DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ................

BAB 1 KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN .....
A.  Undang-Undang Republik Indonesia dan Peraturan Setingkat

Undang-Undang Republik Indonesia ......cccueeinenisssscssisenes
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5
Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum
dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang.....
Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 ..
2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5
Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum

dan Tata Cara Perpajakan ...
Penjelasan atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 2008 ...
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan

Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan .........ccoooo...
Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007..

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Per-
ubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983
tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan .....
Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 ... 195
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ke-
tentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan .............cc.c...-.
Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 ...

11

13
73

255
287

Daftar Isi Vil



6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuap
Umum dan Tata Cara Perpajakan ..........ooocoeurmmvroen
Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 _

B. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia .........................
Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata

Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajak-

Penjelasan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011
C. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia .............
1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PMK.03/2016
tentang Tata Cara Permintaan Penghentian Penyidikan
Tindak Pidana di Bidang Perpajakan untuk Kepentingan
Penerimaan NEZara .....co..oeemrmumsimmmssssmsssssissinsssness
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PMK.03/2016
tentang Tata Cara Permintaan Penghentian Penyidik
an Tindak Pidana di Bidang Perpajakan untuk Ke
pentingan Penerimaan Negara ...
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.03/2015
tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Bunga yang
Terbit Berdasarkan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata
Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah
Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 ...
Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor
29/PMK.03/2015 tentang Penghapusan Sanksi
Administrasi Bunga yang Terbit Berdasarkan Pasal
19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983
tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 ..........
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.03/2015
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Ke-

viii Seri Peraturan Perpajakan

336
362
400

400
450
505

505

515

523

530



uangan Nomor 75/PMK.03/2010 tentang Nilai Lain

sebagai Dasar Pengenaan Pajak ................................ 562
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 56/PMK.03/2015
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Ke-
uangan Nomor 75/PMK.03/2010 tentang Nilai Lain
sebagai Dasar Pengenaan Pajak ..o 566
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38/PMK.011/2013
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 75/PMK.03/2010 tentang Nilai Lain sebagai Dasar

Pengenaan Pajak ..o, 570
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.03/2010
tentang Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak ......... 575

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.03/2015 ten-

tang Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi

Atas Keterlambatan Penyampaian Surat Pemberitahuan,

Pembetulan Surat Pemberitahuan, dan Keterlambatan

Pembayaran atau Penyetoran Pajak .......c.ccccoovvevriurenenece. 579

- Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor
91/PMK.03/2015 tentang Pengurangan atau Peng-
hapusan Sanksi Administrasi Atas Keterlambatan
Penyampaian Surat Pemberitahuan, Pembetulan
Surat Pemberitahuan, dan Keterlambatan Pem-
bayaran atau Penyetoran Pajak .........ccccocoerinnnnnac

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.03/2015

tentang Tata Cara Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak,

Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Penghapusan Nomor

Pokok Wajib Pajak, dan Pencabutan Pengukuhan Peng-

usaha Kena Pajak ......cccememivnrniresrsscscicenssississnenen, 610

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 185/PMK.03/2015
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 16/PMK.03/2011 tentang Tata Cara Penghitungan
dan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak ............

Daftar |si

1%



7

Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor
185/PMK.03/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.03/2011 tentang
‘Tata Cara Penghitungan dan Pengembalian Kelebihan
Pembayaran PAJAK vevvvvvrssssssssssssssssssssismssmssasisisnsssnn,
Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.03/2011

10. Peraturan
Penghitungan dan Pengembalian Ke-

tentang Tata Cara
lebihan Pembayaran Pajak o,
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 186/PMK.03/2015

tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 226/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Penghitungan
dan Pemberian Imbalan BUNga .....commmeemssmmessmsscsniinnce,
Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor

186/PMK.03/2015 tentang Perubahan Atas Per-
aturan Menteri Keuangan Nomor 226/ PMK.03/2013
tentang Tata Cara Penghitungan dan Pemberian
IMbalan BUNEA c..ccorrivmmmersssssisssssssssssssssssmmsssssssssssessne
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.03/2013
tentang Tata Cara Penghitungan dan Pemberian Imbalan

BUINGZA evvvvraerrransssrsessssesssssasssssssssssssssssnas s s snness
- Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor

226/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Penghitungan
dan Pemberian Imbalan Bunga ..o
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.03/2015
tentang Tata Cara Pengembalian atas Kelebihan Pem-
bayaran Pajak yang Seharusnya Tidak Terutang .............
- Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor
187/PMK.03/2015 tentang Tata Cara Pengembalian
atas Kelebihan Pembayaran Pajak yang Seharusnya
Tidak Terutang ....c..cocoveververnceieisseeseseees e sessssessenness
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 200/PMK.03/2015
tentang Perlakuan Perpajakan bagi Wajib Pajak dan Peng-
usaha Kena Pajak yang Menggunakan Skema Kontrak

Seri Peraturan Perpajakan

632

668

677

706

733

794




15.

16.

17.

18.

19.

20.

Investasi Kolektif Tertentu dalam Rangka Pendalaman
Sektor Keuangan ..., 833

Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor

200/PMK.03/2015 tentang Perlakuan Perpajakan

bagi Wajib Pajak dan Pengusaha Kena Pajak yang

Menggunakan Skema Kontrak Investasi Kolektif

Tertentu dalam Rangka Pendalaman Sektor Ke-

UANGAN ciiiiiiiniiieininiinininniimimismmsisssmssssissssssssss 845
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.03/2015
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 9/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pengajuan
dan Penyelesaian Keberatan ...........ccocovuicrvneucnrenscessareaseances 851
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2013
tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan... ~ 856
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2013

tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Ke-

DEIALAN. .....cueerrecnrereeereensessassssisssssssssss s ssssssssasessessasssssssnases 875
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.010/2015
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Ke-
uangan Nomor 105/PMK.03/2009 tentang Piutang yang
Nyata-Nyata Tidak Dapat Ditagih yang Dapat Dikurangkan
dari Penghasilan Bruto ... 980
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.03/2009

tentang Piutang yang Nyata-Nyata Tidak Dapat Ditagih

yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto ........... 985
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.03/2014
tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak ... 991

- Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor
242/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pembayaran

dan Penyetoran Pajak ...
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013

tentang Tata Cara Pemeriksaan ...

Daftar Isi



Xii

- Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor
17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan _

21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 151/PMK.03/20]3
tentang Tata Cara Pembuatan dan Tata Cara Pembetulap

atau Penggantian Faktur Pajak ...

Seri Peraturan Perpajakan




